BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3.2 - 45 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYELENGGARA DANA ALOKASI KHUSUS

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan melalui Dana
Alokasi Khusus Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran
2026, perlu dibentuk Tim Verifikasi Penyelenggara Dana
Alokasi Khusus Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;

bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 75) sebagaimana telah diuban
dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program
dan kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi
Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1763);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3};

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 140);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 146);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENYELENGGARA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2026.

Membentuk Tim Verifikasi Penyelenggara Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, dengan susunan Tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai

tugas secara umum sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan
kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus
dalam sistem perencanaan Dana Alokasi Khusus berbasis
elektronik;

b. mendampingi Perangkat Daerah yang menangani Dana Alokasi
Khusus dalam pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi dengan
Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat atau
Kementerian/Lembaga; dan

c. melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Dana Alokasi
Khusus Kabupaten Belitung Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA huruf a pembagian dan uraian tugas sebagai berikut:

a. tim 1 (satu) yaitu Bagian Perekonomian Pembangunan dan
Sumber Daya Alam, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur bertugas
melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan
kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus
terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan
pemenuhan standar pelayanan minimal;

b. tim 2 (dua) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah bertugas:

1. melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program
dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi
Khusus terhadap prioritas mnasional dan dukungan
pencapaian terget pembangunan daerah dalam dokumen
daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah); dan

2. mengembalikan rancangan usulan program dan kegiatan
pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus kepada
Perangkat Daerah pengusul dalam hal terdapat perbaikan
rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan
daerah melalui Dana Alokasi Khusus.

c. tim 3 (tiga) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah bersama-sama Daerah melakukan verifikasi kesesuaian
rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan melalui
Dana Alokasi Khusus terhadap kewajaran besaran dana
diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 19 -anuvar 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDJIN' MUTEN

T uG B



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2 -4% TAHUN 2026
TANGGAL : 19 JSANuARy 2026

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENYELENGGARA DANA ALOKASI KHUSUS

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

No. Jabatan Kedinasan Jabatan Dalam
Tim

1. | Bupati Belitung Timur Pengarah I

2. | Wakil Bupati Belitung Timur Pengarah II

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Penanggung Jawab

4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Ketua
Daerah Kabupaten Belitung Timur

S. |Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Wakil Ketua
Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur

6. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Sekretaris
Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur

7. | Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur Anggota

8. |Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Anggota
Daerah Kabupaten Belitung Timur

9. |Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Anggota
Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur

10. | Kepala Bagian Perekonomian Daerah Pembangunan dan Anggota
Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Belitung Timur

11. | Kepala Bagian Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Angeota
Kabupaten Belitung Timur g8

12. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Anggota
pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Belitung Timur

13. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Anggota
pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Belitung Timur

14. | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Anggota
Infrastuktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Belitung Timur

15. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Anggota
dan Pendapatan Daerah

16. | Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Anggota
Keuangan dan Pendapatan Daerah

17. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

18. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah




No.

Jabatan Kedinasan

Jabatan Dalam

Tim
19. | Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
20. | Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Belitung Timur

BUPATI BE

KAMARUIDIN MUTEN

LITUNG TIMUR,

!




